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PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 06 TAHUN 2009

TENTANG
PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BENGKAYANG

bahw : memeznuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belar, 2 Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Paraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan R:lanja Daerzh Tahun Anggaran 2009 sebagai landaszz operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;

Undz-z - Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang persizzan Undang — undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tenta-z Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantas \Lembaran Negara Rl Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undz=2 - undang Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1939 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Rl
Nom:r 1820):

Unézaz — Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pem>zatukan Daerah Tingkat 11 Bengkayang (Lembaran Negara
Rep-2lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lzmbaran Negara Nomor 3823);

Unézazg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 5.mi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tar.1 1983 Nomer 68, Tambahan Lembaran Negara Rzpublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubzh
denzan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lem>aran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Ta~>ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369:
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Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dazrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negz-a Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah d=ngan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048; :

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroizhan Hzk Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 1ambahan Lembz-an Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelezzgarazn Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi ¢zn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indones:iz Tahua 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangz1 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~703 Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoszsia Nemor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenézharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
T2hun - 204 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben:_kan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembzran Nezara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undanz - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikszan Peszzlolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
\Lembz—=n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom:: 66, T:mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor -200);

“'ndanz - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister~ 2=renc-~aan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

22pub . Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Le—zaran M2z2ara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undarz — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pems--tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun - 04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rez blik 1= ‘onesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
iangan _ndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pe-ztapan Zzraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
\omor > Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Unda-.: Nom:-- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzahan Daerah
menjac. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik -Zonesiz Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negarz ~.2publik Indonesia Nomor 4548);

Undanz - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbar :zn Kevz1gan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Jaara~ _embaran Negara Republik Indonesia tahun 20:- \om:- 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor :
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Peraturzn Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturza Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturzn Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pziak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Ncmor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4133);

Peraturzn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturzn Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rzpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomer 4416) sebagzimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor
37 Tah:a 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 24 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuanzzn Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyzt Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Namor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); sebagaimana telah diubah dengan
Peratu—=a Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peru>zhan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Lembz-an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nome: +712);

Peratu—=1 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negar: 2zpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28. Tzmbzran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

Peratu—=1 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sizndar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indon=:'2 Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nzzara Republik Indonesia Nomor 4503):

Peratu—n Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentanz Pinjaman Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2705 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Rzzublik Indonesia Nomor 4574);

Perar_-zn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikvIndonesiz
Tahu- 2705 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rzzublik [ndonesia Nomor 4575);
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Pesaturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lem?>aran N2gara Republik Indonesia Nomor 4576),

Pecaturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomer 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penzelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pzdoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
\inimai (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomsar 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
~donesia Nomor 4585); :

Paraturzn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporzn Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembarzn Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nome: 25, T-mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2514); ’

Saraturzn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenzzng Ped-man Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
-2lah dizbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan
\fenter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedcman Penzelolaan Keuangan Daerah;

psaturz= Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 -=atang “=doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
R:lanja Dzerah Tahun Anggaran 2009;

_Paraturzn Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tab.n 200~ tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Taerah:

_ Taraturzn Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tah.z 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Parangkz: Daerah Kabupaten Bengkayang.

_ Zaraturzn Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahu~ 2009 -:atang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Xabupz:2n Bengkayang Tahun Anggaran 2009,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan ~:  PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1
Anggaran Pzndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdin atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  8.608.500.t00,00

b. Danz Perimbangan Rp. 363.301.246.090,00

¢. Laiz-lain Pendapatan yang Sah Rp. 12.561.000.220.00

Jumlah Pendapatan Rp. 384.470.746.000,00
2. Belanja

a. Belznja Tidzt Langsung
:. Belanjz Pegawai Rp. 184.011.290.253,00
5. Belan;2 Bunga Rp. 0,00
-. Belaniz Subsidi Rp. 350.000.270.0C
i. Belania Hibah Rp. 6.125.000:20,00
=. Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.765.637 369,00
7. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 12.736.007 200,00
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.324.06:.:62.75

Rp. 222.261.989.194,75



b. Belanja Lcrgsung

2. Belaz'a Pegawal Rp. 31.230.324.240,75

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 104.155.327.209,50

:. Belazia Modal Rr. 140.430.041.374.00 _

Rp. 275.815.692.824.25
Jumlah belanja Rp. 498.077.682.019,00
Surplus/(Defisit) (Rp._113.606.936.019.00)
3. Pembiayaan

a. Pensrimaan R>. 113.606.936.019,00

b. Penzzluaran Ro.7.109.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 106.506.936.019.00

Sisa lenih Pembiayaan anggaran tahun berkenan (Rg  7.100.000.000,00)

Pasal 2

Ringkasz1 Penj:=aran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. =zrcantiz dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

=
3t

Penjabz2n AFZD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci leb = lanju: Zalam Lampiran 1l Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampirzn sebzz2imana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meru-zkan bzzian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5



Pelaksanaan Penjaaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kera perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundzng-uncangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setizp orang mengetahuinya,, memerintahkan pengundangan Perzruran Bupati ini dalam Berita Daerah;

DITETAPKAN D! : BENGKAYANG
PADA TANGGAL  : 24 FEBRUARI2009

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA



Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturar ini dimangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
angga-2n satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan psrundanz-undangan.

Pasal 6

Perzzran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan da- berlak: surut sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangz~ Perar-an Bupati ini dalam Berita Daerah:

DITETAPKAN DI : - BENGKAYANG
PADA TANGGAL  : 24 FEBRUARI 2009

BUPATI BENGKAYANG

TID

JACOBUS LUNA

Diu-:zangka= di Bengkayang
Pai: Tangg:! :02 Maret 2008.
SEKRETA RAH

s NYIM, M.Si.
Perm=ina Utama Muda
NIP. 210182 136

BEXTA D<ZRAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR .5 TA=_N 2009



